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PUTUSAN
Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.Plh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asnha Binti Paransyah, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 01 Juli 2003,
agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxX, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bahagia
Taluk Pulantan RT. 011 xxxx xxxxxxx Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut sebagai Penggugat,
melawan
Nor Rahman Bin Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Kandangan Lama, 06
Maret 1997, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Jalan Pulau Nangka RT. 002 RW. 001 Desa
Kandangan Lama XXXXXXXXX XXXXXXXXxX Kabupaten Tanah Laut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.
Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember
2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 839/Pdt.G/2021/PA.PIh,
tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
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Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0147/027/VI11/2019 tanggal 23 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 4 bula,n
kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat dirumah milik bersama di
Desa Kandangan Lama XXXXXXXXX XXXXXXxxXX Kabupaten Tanah Laut
selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, kemudian pisah;.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai
seorang anak, bernama Naira Akmalia, tanggal lahir 5 Desember 2020,
umur 1 tahun (perempuan)

4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga disebabkan antara lain:

a.Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri
tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
b.Tergugat sering marah-marah, tanpa alasan yang jelas;

c.Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan
kehidupan rumah tangganya.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada Februari 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara
Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat marah-marah
dan berkata-kata kasar, tanpa alasan yang jelas hal tersebut lah yang
membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal
hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun
keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan
Penggugat;
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7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi
bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus
bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat
mengajukan gugat cerai ini.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Pelaihari Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider;
Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan
Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar
persidangan melalui mediasi dengan mediator Muhammad Isna Wahyudi,
S.H.I,M.S.l.,, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai.

Bahwa setelah mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, pihak
Tergugat tidak hadir dalam sidang, meskipun telah di perintahkan untuk hadir
pada jadwal sidang yang telah ditentukan dan di panggil secara resmi dan patut
untuk hadir dalam sidang yang telah di agendakan. Tergugat juga tidak
mengutus kuasanya yang sah untuk mengahadiri sidang

Bahwa kemudian di bacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada
intinya tetap sebagaimana dalam surat gugatannya, tanpa ada perubahan atau
tambahan.
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Bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat
dan saksi sebagai berikut:
1. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan
Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup,
setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi
kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Saksi
Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi
sebagai berikut:
2.1. Asmaniah binti H. Bustani umur 44 tahun, agama Islam,
pekerjaan XxXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di Xxxxx
XXXXXXX, XXX XX, XXX XX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tante Penggugat.
Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi
keterangan yang pada pokonya adalah:
» Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
» Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orangtua
Penggugat di XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kabupaten
Tanah Laut dan yang terakhir bertempat dirumah milik bersama
di Desa Kandangan Lama XXXXXXXXX XXXXXXXxxX Kabupaten
Tanah Laut, kemudian pisah
» Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang hidup harmonis, memiliki 1 anak.
» Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat tidak
mampu memberi nafkah layak pada Penggugat dan sering

marah-marah pada Penggugat
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» Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal kurang lebih 10 bulan, dan selama pisah tempat
tinggal tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
» Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali.
» Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang batu, yang
penghasilannya sekitar Rp150.000-,/ hari.
2.2. SAKSI 2 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXxXxXxxx
XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX, XXX XX, XXX XX,
XXXX XXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut. Saksi
adalah sepupu Penggugat.
Telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada
pokonya adalah:
» Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
» Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orangtua
Penggugat di XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kabupaten
Tanah Laut
» Bahwa setelahnya para pihak bertempat dirumah milik
bersama di Desa Kandangan Lama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah
» Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang hidup harmonis, memiliki 1 anak bernama
Naira Akmalia.
» Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat tidak
mampu memberi nafkah layak pada Penggugat, penghasilan
Tergugat digunakan untuk kepentingannya sendiri dan sering
marah-marah pada Penggugat
> Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal kurang lebih 10 bulan, dan selama pisah tempat
tinggal tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
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» Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali.

» Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang batu, yang
penghasilannya sekitar Rp150.000-,/ hari.

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Pelaihari
mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat
memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73
Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3
Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1
Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9
tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah
diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-
Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama
memiliki kompetensi absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili

serta memutus perkara a quo.
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Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang
perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah
berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat
gugatannya adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini
menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah
dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang
No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi
oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Muhammad Isna Wahyudi,
S.H.I.,M.S.l., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat setiap kali sidang, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai.

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang setelah agenda
mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, meskipun telah di perintahkan
hadir dan dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan
dilanjutkan diluarhadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa
setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu
peristiva untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak
orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan
itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami Isteri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan
rukun lagi dalam rumah tangga dalam bentuk cek-cok mulut oleh karenanya
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Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata
dimaksud.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), dan dan dua orang saksi yang
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti (P) adalah surat yang dibuat oleh atau di
hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan
tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah
memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Penggugat yang berupa (P) berhubungan
langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak
bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum,
pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka
telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P) telah memenuhi syarat formil akte
otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut telah sesuai dengan
pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut,
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana
disebutkan dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan
di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai
saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan
mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: pertama, keterangan
yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri
oleh saksi, kedua, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas, ketiga keterangan yang diberikan oleh saksi telah
saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi
diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.
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Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi
syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim
menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta
dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dalam
sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam harus
dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat
dipersidangan, sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam bentuk cekcok penyebabnya Tergugat tidak mampu memberi nafkah
secara layak pada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah pada
Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat
dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat
dipersidangan, pikah keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat
dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai Tukang bangunan denga penghasilan
sekitar Rp.150.000-, hari, harus dinyatakan terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis
telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah

berdasarkan hukum Islam.
2. B

ahwa sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
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bentuk cekcok penyebabnya Tergugat tidak mampu memberi nafkah layak

pada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah pada Penggugat.

3. B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 10 bulan.

4, B

ahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil.
5. T
ergugat bekerja sebagai Tukang bangunan denga penghasilan sekitar
Rp.150.000-, /hari.

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah
kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat
melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut
penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-
unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

» Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
bagaimana bentuknya?.

» Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah
penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga
suami isteri tersebut?.

» Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun
kembali dalam rumah tangga®?.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran
terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk
cekcok mulut sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal,
dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan penyebabnya
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Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak pada Penggugat dan
Tergugat sering marah-marah pada Penggugat, sehingga menyebabkan
keduanya berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan
setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor
yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa
Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat
dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah
niat Penggugat untuk bercerai, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan
dalam sidang pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati
Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan
kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur
alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim
menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka
apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan
hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu
dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih

yang berbunyi sebagai berikut:

dloodl wl> e parsio amwlasll )5
Artinya : “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan
kemaslahatan”.

Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum islam dalam
Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat majelis hakim, yang berbunyi :
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Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya
pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-
kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka
Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu

bain”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
237.K/IAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang
suami isteri telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak
lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteripun sudah
tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya
sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang
telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup
beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan dijatuhkannya
talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da al-dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan
Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu,
dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam,

talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.
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Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh
oleh Penggugat maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya
hidup layak, maka Majelis secara ex officio menghukum Tergugat untuk
memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah
dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para
pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya
membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian,
kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak
menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya
sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. (f)
“pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan
jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut
padanya”. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi:
“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada
ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,
sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam”. jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: “Setiap
orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian
ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang
tersebut”. jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap Anak berhak memperoleh
pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan
tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan
sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang
anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada
Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar
rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) anak
tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3
Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: “amar mengenai pembebanan nafkah
anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per
tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan” oleh
karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak
dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-
hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat
maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya
pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa
atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,
maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Menimbang bahwa hal-hal yang yang tidak dipertimbangkan dalam
perkara a quo dinyatakan dikesampingkan.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Pen
ggugat (PENGGUGAT).

3. Menghukum  Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernamaNaira Akmalia binti Nor
Rahman, tanggal lahir 5 Desember 2020, minimal sejumlah
Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10%
setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun
diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seju
mlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 24 Desember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nur Moklis,
S.H.l,, S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul
Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Mashunatul Khairiyah, S.H.l., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Dra. Rabiatul Adawiah Nur Moklis, S.H.l., S.Pd., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Ttd
Mashunatul Khairiyah, S.H.l., M.H.,

Perincian biaya :
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PNBP Rp60.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp350.000,00
Meterali Rp10.000,00
Jumlah Rp470.000,00
('empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )

cgwne
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



